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PUTUSAN
Nomor 2126/B/PK/Pjk/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam
perkara:
PT. MALINDO FEEDMILL Tbk., NPWP:
01.824.326.1-054.000, beralamat di Jalan RS Fatmawati
Nomor 15, Komplek Golden Plaza Blok G Nomor 17-22,
Jakarta Selatan, diwakili oleh Rudy Hartono Husin selaku
Direktur;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di
Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agus Amiwijaya, S.H.,
M.H., Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum pada Direktorat
Keberatan, Banding dan Peraturan, dan kawan-kawan,
beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
SKU-183/BC.06/2018, tanggal 28 Maret 2018;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan
peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor
Put-88787/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon

Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:
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Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-5070/KPU.01/2016 tanggal

6 Oktober 2016 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat
Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor
SPTNP-007132/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan
Surat Uraian Banding tanggal 21 Februari 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Put-88787/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 15 November 2017, yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor KEP-5070/KPU.01/2016 tanggal 06 Oktober 2016
tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan
Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor
SPTNP-007132/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2016 tanggal 23 Juni 2016, atas
nama PT Malindo Feedmill, Tbk., NPWP 01.824.326.1-054.000, beralamat
di Jalan RS Fatmawati Nomor 15, Komplek Golden Plaza Blok G Nomor
17-22, Jakarta Selatan dan menetapkan atas barang yang diimpor dan
diberitahukan dengan PIB Nomor 233456 tanggal 3 Juni 2016 yaitu bahan
pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa 181,820 THE Meat and Bone
Meal, Negara asal United States, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar
Rp117.035.000,00 (seratus tujuh belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Desember 2017,
kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan
permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan
Pajak pada tanggal 19 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19
Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
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diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang
diterima tanggal 19 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada
Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan
Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak No.Put-88787/PP/M.XVIIA/
19/2017 tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak No.Put-88787/PP/M.XVIIA/
19/2017 tanggal 15 November 2017 karena telah dibuat bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku; dan,

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua
biaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan
Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan
kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali
tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan
menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding
Nomor: KEP-5070/KPU.01/2016 tanggal 06 Oktober 2016, tentang

Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif
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dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-007132/NOTUL/KPU-

TP/BD.02/2016 tanggal 23 Juni 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP

: 01.824.326.1-054.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor dan

diberitahukan dengan PIB Nomor: 233456 tanggal 3 Juni 2016 yaitu bahan

pakan untuk pembuatan pakan ternak berupa 181,820 THE Meat and Bone

Meal, Negara asal United States, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

sebesar 10% sehingga terdapat kekurangan pembayaran PPN sebesar

Rp117.035.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam
perkara a quo yaitu penetapan atas tarif PPN, jenis barang berupa Blood
Meal, yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB
Nomor: 233456 tanggal 3 Juni 2016 klasifikasi pos tarif 2309.90.3000
dengan pembebanan tarif PPN sebesar 10% (BEBAS 100%), dan oleh
Termohon Peninjauan Kembali dikenakan pembebanan tarif PPN
sebesar 10% (BAYAR 100%), sehingga Pemohon Peninjauan Kembali
diharuskan membayar kekurangan pembayaran PPN sebesar
Rp117.035.000,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan
menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan
Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan
Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan
fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam
persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,
karena dalam perkara a quo berupa bahan pakan untuk pembuatan
pakan ternak berupa 181,820 THE Meat and Bone Meal, Negara asal
United States, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang
telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan
hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar,
sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan
menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo karena Meat and
Bone Meal dengan klasifikasi pos tarif 2309.90.3000 dengan BM 0%,
PPh 2,5%, PPN 10% adalah tidak termasuk Rincian Bahan Pakan

Ternak yang dibebaskan atau dikecualikan dari Pengenaan PPN, karena
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kewenangan pembebasan pajak merupakan otoritas Menteri Keuangan
bukan Menteri Pertanian dan oleh karenanya koreksi Terbanding
(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap
dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16
dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan juncto Pasal 4 dan Pasal 7
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) huruf b
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015;

b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat
yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan
Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91
huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali
menjadi sebesar Rp117.035.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan
Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,
maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada
Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang
terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali PT. MALINDO FEEDMILL Tbk.;
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2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara
pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus
ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary

Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H.,

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd/. ttd/.
Is Sudaryono, S.H., M.H. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.
ttd/.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd/.
Joko A. Sugianto, S.H.
Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK Rp2.489.000,00
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara
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(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001
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